Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id Pdt.I.C.16

PENETAPAN

Nomor 124/Pdt.P/2024/PN Srg
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa dan mengadili perkara-
perkara perdata, telah memberikan penetapan sebagaimana tersebut
dibawah ini dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

Zubaidah Binti Rd. Depati; NIK: 3604164606810007, Tempat, Tanggal lahir:
Gunung Batu, 06 Juni 1981; Umur: 43 tahun; Pekerjaan :
Mengurus Rumah Tangga ; Agama : Islam; beralamat di Perum
Senopatiestate Blok D.9 RT. 025 RW. 006 Kelurahan Sentul,
Kecamatan Kragilan Kab. Serang, Provinsi Banten. Selanjutnya
disebut sebagai Pemohon;
Pengadilan Negeri tersebut ;
Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang
telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang, dengan Register
Nomor 124/Pdt.P/2024/PN Srg, telah mengajukan permohonan sebagai
berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang Laki-laki yang
bernama Muhammad Bin Ira Bagus, pada tanggal 28 Oktober 2001,
Menikah di Provinsi Banten dengan No. 95/95/1/2002;

2. Bahwa Pemohon telah mempunyai 3 (Tiga) orang anak yang
bernama:

2.1 Feri Irawan (L), lahir di Serang, 30 Agustus 2002;

2.2 Fajri Firmansyah (L), Lahir di Serang, 14 Juni 2007;

2.3 Fasya Yahya Ar Raafi (L) lahir di Serang 5 Mei 2017

3. Bahwa pada Surat Keterangan Lahir Pemohon bernama SUBAIDAH,
Perempuan, Lahir di Gunung Batu, 06 Juni 1981 berdasarkan Nomor:
06/Ds.2007/11/2024 yang dikeluarkan oleh Desa Sentul Kecamatan

Keragilan.
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4., Bahwa pada Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon
bernama Subaidah Binti Rd. Depati Perempuan, Lahir di Gunung Batu
06 Juni 1981. Surat Keterangan Telah Menikah pada tanggal 28 Oktober
2001, Menikah di Provinsi Banten dengan No. 95/95/1/2002;

5. Bahwa pada Kutipan Akta Nikah Pemohon bernama Subaidah Binti
Rd. Depati, Perempuan, Lahir di Gunung Batu 06 Juni 1981, Akta Nikah
Nomor 95/95/1/2002; yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil kecamatan Cempaka Kab. Ogan ilir Provinsi Sum-Sel
tertanggal 30 Januari 2002;

6. Bahwa ada perbedaan penulisan Nama Pemohon pada, Kartu
Keluarga, Kartu Tanda Penduduk Pemohon yang seharusnya Subaidah
Binti Rd. Depati Perempuan, Lahir di Gunung Batu 06 Juni 1981, Namun
pada, Kartu Keluaraga, Kartu Tanda Penduduk Pemohon yang dimiliki
saat ini Pemohon bernama Zubaidah Binti Rd. Depati, Perempuan,
Lahir di Gunung Batu 06 Juni 1981;

7. Bahwa Pemohon berinisiatif ingin merubah nama Pemohon pada,
Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk Pemohon yang sebelumnya
bernama Zubaidah Binti Rd. Depati Perempuan, Lahir di Gunung Batu
06 Juni 1981. dirubah menjadi bernama Subaidah Binti Rd. Depati,
Perempuan, Lahir di Gunung Batu 06 Juni 1981;

8. Bahwa untuk menyelesaikan masalah tersebut diatas Pemohon
pernah datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab
Serang Provinsi Banten dan di kantor tersebut Pemohon diberi
penjelasan bahwa untuk merubah Nama Pemohon pada, Kartu Keluarga,
Kartu Tanda Penduduk Pemohon dapat dirubah apabila ada penetapan
dari Pengadilan Negeri;

9. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Perubahan nama
Pemohon tersebut karena ingin merubah nama Pemohon pada Kartu
Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon dengan alasan-alasan
sebagai berikut:

8.1 Bahwa sebagai syarat administrasi lainnya;
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10.Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara
ini;
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dengan ini Pemohon mohon dengan
hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Serang Cg. Majelis Hakim
berkenan kiranya mempertimbangkan dalil-dalii Permohonan ini dan
selanjutnya menetapkan sebagai berikut:
Primer:
1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan Izin kepada Pemohon untuk melakukan Perubahan
Nama Pemohon pada Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk Pemohon
yang sebelumnya bernama, Zubaidah Binti Rd. Depati Perempuan,
Lahir di Gunung Batu 06 Juni 1981, dirubah menjadi bernama subaidah
Binti Rd. Depati, Perempuan, Lahir di Gunung Batu 06 Juni 1981;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Perubahan
Nama Pemohon pada Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk Pemohon
kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang
Provinsi Banten dan memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kab. Serang Provinsi Banten untuk mengeluarkan, Kartu
Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk anak Pemohon yang baru;

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini;

Subsider:

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Serang berpendapat lain, mohon
memberikan penetapan yang lain menurut kebijakan Ketua Pengadilan
Negeri Kelas 1A Serang;

Menimbang, bahwa persidangan diawali dengan membacakan
permohonan Pemohon tersebut, dimana Pemohon menyatakan bertetap
pada permohonannya itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya,
Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

Bukti surat :
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1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama ZUBAIDAH, NIK:
3604164606810007, yang keluarkan pada tanggal 09 Agustus 2023 oleh
Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang,
yang telah diberi meterai yang cukup serta telah dilegalisasi dari
Kantor Pos dan telah disesuaikan dengan aslinya. Selanjutnya diberi
tanda bukti P-1;

2. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga MUHAMMAD,
NIK: 3604110702130011, yang keluarkan pada tanggal 08 September
2020 oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Serang, yang telah diberi meterai yang cukup serta telah dilegalisasi
dari Kantor Pos dan telah disesuaikan dengan aslinya. Selanjutnya
diberi tanda bukti P-2;

3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 95/95/1/2002 tanggal 30 Januari
2002, yang keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cempaka,
Kabupaten/Kotamadya Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan
tertanggal 30 Januari 2002, yang telah diberi meterai yang cukup serta
telah dilegalisasi dari Kantor Pos dan telah disesuaikan dengan
aslinya. Selanjutnya diberi tanda bukti P-3;

4, Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD) Nomor
110A 0a 0044712 atas nama SUBAIDAH yang dikeluarkan pada tanggal
8 Juni 1993 oleh Kepala Sekolah SD Negeri 3 Gunungbatu, yang telah
diberi meterai yang cukup serta telah dilegalisasi dari Kantor Pos dan
telah disesuaikan dengan aslinya. Selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

5. Asli Surat Keterangan Nomor : 06/Ds.2007/11/2024 yang dikeluarkan
pada tanggal 28 Februari 2024 oleh Kepala Desa Sentul Kecamatan

Kragilan. Selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
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Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon
telah menghadirkan seorang saksi, yaitu M Husin yang setelah bersumpah
menurut cara agamanya, memberikan keterangan pada pokok sebagai
berikut:

- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan yaitu untuk
memperbaiki data pada Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk
Pemohon yang sebelumnya tercatat dengan nama Zubaidah Binti
Rd. Depati Perempuan, Lahir di Gunung Batu 06 Juni 1981. Agar
diperbaiki menjadi tercatat dengan nama Subaidah Binti Rd. Depati,
Perempuan, Lahir di Gunung Batu 06 Juni 1981,sesuai dengan data
yang tercatat dalam buku nikah, ljazah, dan Kutipan Akta Kelahiran
anak kandungnya.

- Bahwa perbaiakan data dimaksud agar data-data
kependudukan Pemohon saling bersesuaian dan mempermudah
Pemohon dalam mengurus administrasi pada instansi/lembaga
Pemerintahan maupun Swasta dan di kemudian hari tidak ada
kesalahan lagi.

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah terjadi hal-hal
yang secara jelas dimuat dalam berita acara sidang dan untuk
mempersingkat uraian penetapan ini semuanya harus dianggap telah
terangkum dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan
penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak
akan mengajuan sesuatu hal lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon
adalah untuk memperbaiki data Pemohon pada Kartu Keluarga dan Kartu
Tanda Penduduk Pemohon yang sebelumnya tercatat dengan nama
Zubaidah Binti Rd. Depati Perempuan, Lahir di Gunung Batu 06 Juni 1981.
Agar diperbaiki menjadi tercatat dengan nama Subaidah Binti Rd. Depati,

Perempuan, Lahir di Gunung Batu 06 Juni 1981, sesuai dengan data yang
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tercatat dalam buku nikah, ljazah, dan Kutipan Akta Kelahiran anak
kandungnya.

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan telah
ternyata bahwa permohonan pemohon tersebut digolongkan ke dalam
Permohonan Perubahan nama dalam Akta catatan Sipil dan sesuai dengan
ketentuan hukum yang berlaku, maka Pengadilan berwenang memberikan
penetapan perubahan nama Pemohon setelah dilakukan pemeriksaan
sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan hukum vyang berlaku,
khususnya Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014 tentang
Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan (“UU 23/2006”), menyebutkan bahwa
penggantian atau perubahan nama harus didahulukan melalui adanya
penetapan pengadilan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri di mana
tempat pemohon berdomisili, selanjutnya, selambat-lambatnya dalam tempo
30 (tiga puluh) hari setelah penetapan pengadilan diterima, pemohon
melaporkan penetapan pengadilan tersebut kepada Instansi Pelaksana yang
menerbitkan akta pencatatan sipil yang kemudian akan dibuat catatan pinggir
pada registrasi akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Perpres Nomor 96 tahun 2018
tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran Penduduk dan Pencatatan
Sipil mengatur bahwa pencatatan Perubahan nama penduduk harus
memenuhi persyaratan: a. Salinan Penetapan Pengadilan, B. kutifan Akta
Pencatatan Sipi;, c. Karu Keluarga, d. Kartu tanda penduduk Elektronik, dan
e. dokumen perjalanan bagi orang asing;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Pengadilan
berpendapat bahwa latar belakang / motif diajukannya permohonan
Perubahan nama/ Penambahan Data Pemohon ini dapat dibenarkan oleh
hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon ini cukup
beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan undang-undang, maka
permohonannya dapat dikabulkan ;
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Menimbang, bahwa di dalam perkara permohonan, semua biaya yang
timbul di dalam pemeriksaan perkaranya akan dibebankan kepada pemohon;

Mengingat pasal-pasal dari undang-undang yang bersangkutan,
khususnya Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2014 tentang
perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-
undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Adminitrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan lain yang
bersangkutan;

MENETAPKAN:

- Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;

- Memberikan Izin kepada Pemohon untuk memperbaiki data
pada Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk Pemohon yang
sebelumnya tercatat dengan nama, Zubaidah Binti Rd. Depati
Perempuan, Lahir di Gunung Batu 06 Juni 1981, diperbaiki menjadi
tercatat bernama subaidah Binti Rd. Depati, Perempuan, Lahir di
Gunung Batu 06 Juni 1981;

- Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan mengenai
penggantian/perbaikan nama dan Tahun Kelahiran kepada Kantor
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Serang untuk

memprosesnya sesuai ketentuan yang berlaku;

------------------- Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar
Rp135.000,00 (Seratus tiga puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024, oleh
kami Ali Murdiat, SH.,M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Serang
selaku Hakim Tunggal. Penetapan tersebut pada hari itu juga dikirim
dalam system informasi Pengadilan Negeri Serang dengan didampingi
oleh Neneng Susilawati, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti;

Panitera Pengganti, Hakim,
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Neneng Susilawati, S.H., M.H. Ali Murdiat, S.H., M.H.
Perincian biaya :

1. Pendaftaran Rp. 30.000,00

2. Biaya Proses Rp. 75.000,00

3. PNBP Panggilan Rp. 10.000,00

4. Biaya Materai Rp. 10.000,00

5. Redaksi Rp. 10.000,00

Jumlah Rp 135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)
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